
PENETAPAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA KOMISI PEMILIHAN 
UMUM KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR  07/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/X/2021 
TENTANG PENETAPAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA KOMISI 
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN  
 
 
Abstrak :    bahwa dalam rangka mendukung program pencegahan dan  pemberantasan Korupsi  

sebagai upaya untuk mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik 
dan bersih di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun perlu 
menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun 
tentang Penetapan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi 
Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun; 

 
 

Dasar hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun adalah: Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan 
Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3851); Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten 
Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung 
Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten 
Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung 
Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969); Undang-Undang 
Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); Undang-Undang 
Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5038); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun  2017 tentang 
Pemilihan Umum  (Lembaran   Negara   Republik   Indonesia   Tahun 2017 Nomor 
182, Tambahan Le m baran Negara Republik    Indonesia   Nomor 6109); Peraturan 
Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Gratifikasi di 
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 1695); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang 
Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi 
Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat 
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2020 Nomor 1236); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan 
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 



2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan 
Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja 
Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan 
Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 786). 

 
Dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-
Kab/X/2021 TENTANG PENETAPAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN 
GRATIFIKASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN  

 
 

Catatan :  
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun ini mulai berlaku   

pada tanggal ditetapkan 22 Oktober 2021 
- Lampiran :  1 Halaman  

 
 


